
KLASIFIKASIJALANDIKAWASANPERBATASANNEGARA
BERDASARKANREGULASITATARUANGWILAYAH

Oleh:

FERDINANNIKSONLIEM,SST.,MT.
StafPengajarTeknikSipilpadaPoliteknikNegeriKupang

Jl.Adisucipto,Penfui–PO.BOX.139Kupang
ferdynikson@yahoo.co.id

Abstrak
Infrastrukturjalan cukuplah penting dalam upaya pengembangan pembangunan untuk

menjawabpersoalanyangkemungkinanakanberdampakbesarterhadapkesatuanNegara
Indonesiadanbahkanhubungandengannegaratetangga.Sebagaiwilayahyangberbatasan
daratdenganNegaraTimorLeste,KabupatenBeludanKabupatenTimorTengahUtaraserta
KabupatenKupangdiProvinsiNTT perludikajiklasifikasijalannyaagardapatdisesuaikan
denganregulasitataruangwilayah.Darihasilanalisisdapatdisimpulkanbahwabeberaparuas
jalanbaikjalandenganstatusnasional,provinsimaupunkabupatenperludikajidandisesuaikan
kembali.Seluruhjalannasionalyangditinjaupadaprinsipnyasesuaidenganketentuanyangada,
yaitustatusjalannasionaldenganfungsijalanarterisertaberdasarkanpenggunaanditetapkan
menjadijalankelasI.Ruasjalanprovinsiyangsemulamempunyaifungsikolektorditingkatkan
menjadijalan dengan fungsiarteridan status jalan strategis nasionalserta berdasarkan
penggunaanditetapkanmenjadijalankelasI.Sebagianruasjalankabupatenyangmerupakan
jalurmenuju lokasikawasan andalan yang semula mempunyaifungsilokalmengalami
peningkatanmenjadijalankolektordanstatusjalantidakmengalamiperubahanyaitujalan
kabupatensertajalankelasI.

Pendahuluan

Pada umumnya, permasa-lahan
yang ada di kawasan per-batasan
menurutThePartnershipforGovernance
Reform dalam Partnership PolicyPaper
No.2/2011,diantaranyaadalah:1)Pe-
rencanaan pembangunan wilayah
perbatasanmasihterkendala;2)Kondisi
masyarakatdikawasanperbatasanpada
umumnya masih miskin, tertinggal,
terbelakang, tingkat pendidikan dan
kesehatan rendah, serta secara
komunitas terisolir; 3) Lemahnya
penegakan hukum, menyebabkan
maraknyapelanggaranhukum dikawasan
perbatasan. Implementasi pos-pos
perbatasan dan fasilitasi bea cukai,
imigrasi, dan karantina (CIQ/-Custom,

ImigrationandQuarantina)tidakoptimal
dan terkendala banyak hal, sehingga
mengakibatkan terjadinya berbagai
kegiatanilegallintas

batas;4)Belum sinkronnyapengelolaan
kawasan perbatasan,baik menyangkut
kelembagaan,program,maupunkejelasan
wewenang;5)Rentannyapersoalanyang
terkait dengan nasionalisme penduduk
karenakurangnyainformasiyangmasuk
dariIndonesia.

Sebagaiwilayah yang berbatasan
darat dengan Negara Timor Leste,
Kabupaten Belu dan Kabupaten Timor
TengahUtarasertaKabupatenKupangdi
ProvinsiNTTmasihmemilikikondisiyang
menunjukkan gambaran yang ideal.
MenurutThePartnershipforGovernance



Reform,permasalahan mendasar yang
dihadapioleh masyarakat dikawasan
perbatasanNTTinidiantaranyaadalah:1)
Rendahnya tingkat kesejahteraan
masyarakatdikawasan perbatasan;2)
Tidakmemadainyasaranadanprasarana
pendidikan, kesehatan, perhubungan,
penerangan dan komunikasi,sehingga
menyebabkan penduduk di kawasan
perbatasanmenjaditerisolir;3)Ketertiban
dan keamanan perbatasan masih
menunjukkandinamikayangtinggi.

Halsepertitersebutdiatasharus
segera ditanggulangisebelum menjadi
persoalan yang berdampak besar
terhadapkesatuanNegaraIndonesiadan
bahkan hubungan dengan negara
tetangga.Karenaitu,kawasanperbatasan
negarayangmerupakanpintugerbangke
negaralainuntukmemberikesejahteraan
bagimasyarakatdikawasan tersebut,
tidak luput dariperhatian pemerintah
dalam pengembanganinfrastruktur.

Infrastrukturjalancukuplahpenting
dalam upaya pengembangan
pembangunan untuk menjawab hal-hal
yang dikemukakan. Sebagai bagian
prasarana transportasi darat sesuai
Undang-Undang nomor38 Tahun 2004
tentang Jalan,jalan mempunyaiperan
penting dalam bidang ekonomi,sosial
budaya, lingkungan hidup, politik,
pertahanan dan keamanan, serta
dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Pengelompokan
(klasifikasi)jalanmenjadihalyangtidak
bisadisepelehkandalam prosestersebut
dalam menjawab amanat peraturan
perundang-undangantentangjalan.

KlasifikasiJalanUmum
Klasifikasijalan umum menurut

fungsi(UU No.38Tahun2004)terbagi
atasjalanarteri,jalankolektor,jalanlokal,

dan jalan lingkungan. Jalan Arteri
merupakan jalan umum yang berfungsi
melayaniangkutan utama dengan ciri
perjalananjarakjauh,kecepatanrata-rata
tinggi,dan jumlah jalan masukdibatasi
secara berdaya guna. Jalan kolektor
adalah jalan umum yang berfungsi
melayani angkutan pengumpul atau
pembagidengan ciriperjalanan jarak
sedang,kecepatanrata-ratasedang,dan
jumlahjalanmasukdibatasi.Jalanlokal
merupakan jalan umum yang berfungsi
melayaniangkutansetempatdenganciri
perjalanan jarak dekat,kecepatan rata-
ratarendah,danjumlahjalanmasuktidak
dibatasi. Sedangkan jalan lingkungan
adalah jalan umum yang berfungsi
melayani angkutan lingkungan, ciri
perjalananjarakdekat,dankecepatanrata
-ratarendah.

Fungsijalan arteri,kolektor,lokal
danjalanlingkunganyangterdapatpada
sistem jaringanjalanprimerdansistem
jaringanjalansekunderdibedakanatas:(1)
JalanArteriPrimeryangmenghubungkan
secaraberdayagunaantarpusatkegiatan
nasional atau antara pusat kegiatan
nasional(PKN)dengan pusatkegiatan
wilayah (PKW), didesain berdasarkan
kecepatan rencana paling rendah 60
kilometerperjam dengan lebarbadan
jalan paling sedikit11 meter;(2)Jalan
KolektorPrimer,menghubungkansecara
berdayagunaantaraPKN denganpusat
kegiatanlokal(PKL),antarpusatkegiatan
wilayah,atau antara PKW dengan PKL,
didesainberdasarkankecepatanrencana
paling rendah 40 kilometer per jam
denganlebarbadanjalanpalingsedikit9
meter; (3) Jalan Lokal Primer,
menghubungkan secara berdaya guna
pusatkegiatan nasionaldengan pusat
kegiatanlingkungan,PKW denganpusat
kegiatanlingkungan,antarPKL,atauPKL
denganpusatkegiatanlingkungan,serta
antarpusatkegiatanlingkungan,didesain



berdasarkan kecepatan ren-cana paling
rendah20kilometerperjam denganlebar
badanjalanpalingsedikit7,5meter;(4)
Jalan Ling-kungan Primer
menghubungkan antarpusatkegiatan di
dalam kawasan perdesaan dan jalan di
dalam lingkungan kawasan perdesaan,
didesainberdasarkankecepatanrencana
paling rendah 15 kilometer per jam
denganlebarbadanjalanpaling sedikit
6,5 meter;(5) Jalan Arteri Sekunder
menghubungkankawasanprimerdengan
kawasan sekunder kesatu, kawasan
sekunder kesatu dengan kawasan
sekunderkesatu,ataukawasansekunder
kesatudengankawasansekunderkedua,
didesainberdasarkankece-patanrencana
paling rendah 30 kilometer per jam
denganlebarbadanjalanpalingsedikit11
meter; (6) Jalan Kolektor Sekunder,
menghubungkan kawasan sekunder
keduadengankawasansekunderkedua
atau kawasan sekunderkedua dengan
kawasan sekunder ketiga, didesain
berdasarkan kecepatan rencana paling
rendah20kilometerperjam denganlebar
badan jalan paling sedikit9 meter;(7)
Jalan LokalSekunder menghubungkan
kawasan sekunder kesatu dengan
perumahan, kawasan sekunder kedua
dengan perumahan,kawasan sekunder
ketiga dan seterusnya sampai ke
perumahan,didesain berdasarkan kece-
patanrencanapalingrendah10kilometer
perjam denganlebarbadanjalanpaling
sedikit7,5 meter;(8)Jalan Lingkungan
Sekunder, menghubungkan antarpersil
dalam kawasanperkotaan,didesainberda
-sarkankecepatanrencanapalingrendah
10kilometerperjam,lebarbadanjalan
palingrendah6,5meter.

Yang dimaksud dengan “PKN”,
“PKW”, dan “PKL” adalah kawasan-
kawasanperkotaanyangmasing-masing
mempunyai jangkauan pelayanan
berskala nasional,wilayah,dan lokal.

Makintinggihirarkisuatupusatkegiatan
menggambarkanmakinbesarfungsidan
manfaat ruang pusat kegiatannya.
Diagram keterkaitan antara fungsijalan
dengan fungsikota yang dihubungkan
berdasarkanfungsi(UUNomor38tahun
2004 dan PP Nomor34 tahun 2006)
ditunjukkandalam Gambar1.

Gambar1.KeterkaitanAntaraFungsi
JalanDenganFungsiKota

Jalan umum menurut statusnya
dikelompokkankedalam jalannasional,
jalanprovinsi,jalankabupaten,jalankota,
danjalandesa.MenurutUndang-Undang
(UU)Nomor22Tahun2009,penetapan
kelas jalan pada setiap ruas jalan
dilakukanoleh:a)Pemerintahuntukjalan
nasional;b)Pemerintah Provinsiuntuk
jalanprovinsi;c)PemerintahKabupaten
untukjalankabupaten;dand)Pemerintah
Kotauntukjalankota.

Hubungan antara klasifikasijalan
dengan wewenang pembinaan dapat
dilihatpadaTabel1.

Tabel1.HubunganAntaraKlasifikasi
JalandenganWewenangPembinaan



Klasifikasimenurutkelasjalandan
ketentuannyadapatdilihatdalam Tabel2
(Pasal19,UU.No.22/2009).

Tabel2.PengelompokkanJalanMenurut
KelasJalandanDayaDukungMenerima
MuatanSumbudanDimensikendaraan

Bermotor

Kelas Fungsi

Lebar
kendaraa
nmaksi-
mum (m)

Panjang
kendaraan
maksimum

(m)

Muatan
Sumbu

Terberat
MST(Ton)

I

Arteri

Kolektor
2,5 18 10

II

Arteri

Kolektor

Lokal

Lingkungan

2,5 12 8

III

Arteri

Kolektor

Lokal

Lingkungan

2,1 9 8

Khusus
Arteri 2,5 18 >10

Sumber:UUNomor22,2009

SedangkanmenurutPPNomor34
Tahun2006,fungsijalansuaturuasjalan
dapat berubah apa-bila: (a) Berperan
penting dalam pelayanan terhadap
wilayahyanglebihluasdaripadawilayah
sebe-lumnya; (b) Semakin dibutuhkan

masyarakat dalam rangka pengem-
bangan sistem transportasi;(c) Lebih
banyak melayani masyarakat dalam
wilayah wewenang penyelenggara jalan
yangbaru;dan/atau(d)Olehsebab-sebab
tertentumenjadiberku-rangperanannya,
dan/atau melayaniwilayah yang lebih
sempitdariwilayahsebelumnya.

JaringanJalanberdasarkanLingkungan
danTataRuang

Salahsatuarahanpemba-ngunan
jangka panjang nasional tahun
2005–2025 seperti yang ter-cantum
dalam Rencana Pemba-ngunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) adalah
mengurangikesenjangan antarwilayah
yang merupakan perwujudan
pembangunan yang merata ke seluruh
wilayah.Untukitulaharahdankebijakan
pemba-ngunankewilayahansalahsatunya
akan dituangkan dalam arah
pengembangan pulau-pulau besar,
pengembangan wilayah laut dan
pengembangankawasan/antarkawasan.
Arahan pengembangan kawasan/antar
kawasan tersebut pada dasarnya
merupakan salah satu upaya dalam
mendukung percepatan pembangu-nan
wilayahyangdapatdilakukanmelalui:(1)
Pengembangan kawasan strategis dan
cepattumbuh;(2)Pengembangandaerah
tertinggal, kawasan perbatasan, dan
rawan bencana; (3) Pengembangan
kawasanperkotaandanperdesaan;dan(4)
Penataandanpengelolaanpertanahan.

Pemerintah telah menetapkan 11
(sebelas)prioritas dalam Program Aksi
Pembangunan Nasional 2010-2014,di
manadari11prioritastersebutterdapat8
(delapan)prioritas yang terkaitdengan
bidang pekerjaan umum dan penataan
ruang seperti yang tercantum dalam
RenstraKementerianPU2010–2014yang
meliputi: (1) Prioritas pembangunan



infrastruktur; (2) Prioritas bidang
kesehatan;(3)Prioritaspenanggulangan
kemiskinan; (4) Prioritas ketahanan
pangan; (5) Prioritas pembangunan
daerah tertinggal,terdepan,terluar,dan
pasca konflik;(6) Prioritas reformasi
birokrasidantatakelolapemerintahan;(7)
Prioritas bidang lingkungan hidup dan
pengelolaan bencana;dan (8)Prioritas
iklim investasidaniklim usaha.

Terkait prioritas tersebut
Kementerian PU melakukan dukungan
terhadap peningkatan partumbuhan
ekonomidan kesejahteraan masyarakat
yangdilaksanakansalahsatunyamelalui
program-program pembangunan
pembangunan infras-truktur untuk
mengurangikesenjangananatarwilayah,
dukunganterhadapkawasanperbatasan
dan kawasan terpencilserta terisolir.
Adapaun kebijakan pembangunan
infrastruktur pekerjaan umum dan
penataan ruang yang terkait dengan
prioritas ke-5 tersebut adalah
“pembangunan infrastruktur sesuai
dengan arahan Rencana Tata Ruang
Wilayahdanpembangunanberke-lanjutan
di kawasan strategis, ter-tinggal,
perbatasan, daerah terisolir untuk
mengurangikesenjanganwilayah,daerah
rawan bencana, serta meningkatkan
kualitas lingkungan perumahan dan
permukiman dan cakupan pelayanan
dasar bidang pekerjaan umum dan
permukiman untuk mewujudkan
kesejahteraan rakyat yang berkeadilan
daninklusif”.

Dalam Peraturan Pemerintah
Nomor26Tahun2008tentangRencana
Tata Ruang Wilayah Nasional(RTRWN)
disebutkan bahwa pada dasarnya
kawasan tertinggal dapat ditetapkan
menjadikawasanstrategisnasional(dari
sudut kepentingan pertumbuhan eko-
nomi)danhaltersebutdilakukandengan
tujuanutamauntukdapatmempercepat

pertumbuhan kawasan tertinggal.Selain
itudalam kebijakanRTRWNtersebutjuga
disebutkan bahwa pengembangan
kawasan tertinggal dilakukan untuk
mengu-rangikesenjangantingkatperkem-
bangan antar kawasan. Sedangkan
strategi-strategipengembanganka-wasan
tertinggal yang ditetapkan di dalam
RTRWN antaralainmeliputi: (1)
Memanfaatkansumberdayaalam secara
optimaldanberkelanjutan; (2)
Membuka akses dan mening-katkan
aksesibilitas antara kawasan tertinggal
dan puat pertumbuhan wilayah; (3)
Mengembangkanprasa-ranadansarana
penunjangkegiatanekonomimasyarakat;
(4)Mening-katkanaksesmasyarakatke
sumber pembiayaan; dan (5)
Meningkatkan kualitas dan kapasitas
sumberdayamanusiadalam pengelolaan
kegiatanekonomi.

Perandarijalanharusmendukung
tatagunalahan/tanahdarisuatukawasan
secara efisien, dimana: (1) Jalan
merupakan bagian darisistem jaringan
jalan yang tersusun dalam suatu
tingkatanhirarki;(2)Sistem jaringanjalan
merupakanbagianyangtakterpisahkan
dari sistem transportasi di wilayah
tersebut;(3)Sistem jaringan jalan dan
tata guna lahan/tanah dari wilayah
tersebut membentuk satu sistem
transportasidan tata guna lahan/tanah
yang efisien. Menurut Undang-Undang
Nomor26Tahun2007,penataanruang
diklasifikasikan berdasarkan sistem,
fungsi utama kawasan, wilayah
administratif,kegiatankawasan,dannilai
strategis kawasan. Jaringan jalan
strategis nasionaldikembangkan untuk
menghubung-kan:(a)Antar-PKSN dalam
satu kawasan perbatasan Negara;(b)
AntaraPKSNdanpusatkegiatanlainnya;
dan (c) PKN dan/atau PKW dengan
kawasanstrategisnasional.

Hubungan Antara Simpul dan



FungsiJalan/JalanStrategisNasional
dalam Sistem Primerdiperlihatkandalam
Tabel3.

Tabel3.HubunganAntaraSimpuldanFungsi
Jalan/JalanStrategisNasionaldalam Sistem

Primer

Sumber:PPNo.26Tahun2008

KawasanBudiDayayangmemiliki
nilai strategis nasional (Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
TentangRencanaTataRuangNasional)
adalah: kawasan peruntukan hutan
produksi, kawasan peruntukan hutan
rakyat,kawasan peruntukan pertanian,
kawasanper-untukanperikanan,kawasan
per-untukanpertambangan,kawasanpe-
runtukan industri,kawasan perun-tukan
pariwisata, kawasan perun-tukan
permukiman; dan/atau kawa-san
peruntukan lainnya.Kawasan budidaya
sebagaimana dimaksud di atas
ditetapkan sebagai kawasan andalan
sedangkan nilai strategis nasional
meliputi kemampuan kawa-san untuk
memacupertumbuhaneko-nomikawasan
dan wilayah di sekitarnya serta
mendorong peme-rataan perkembangan
wilayah.

Penetapan kawasan strategis
nasional dilakukan berdasarkan
kepentingan:(a) pertahanan dan kea-
manan;(b)pertumbuhan ekonomi;(c)
sosialdan budaya;(d)penda-yagunaan
sumberdaya alam dan/atau teknologi
tinggi;dan/atau (e) fungsidan daya
dukunglingkunganhidup.

PrasaranaTransportasilainnya
Keseluruhan jalan nasionalyang

berada di wilayah Pulau Timor
diklasifikasikan secara fungsi sebagai
jalan arteri primer sesuai Keputusan
Menteri Pekerjaan Umum Nomor
360/KPTS/M/2009.

Gambar2PetaJaringanJalandiPulau
Timor

Sumber:P2JN,Kondisi2013

Dalam RTRW ProvinsiNTT,jalan
arteriprimerdenganstatusjalannasional
diPulauTimoradalah:Bolok–Tenau;Jl.
Ke Tenau (Kupang); Jl. Tua Bata
(Kupang); Jl. Pahlawan (Kupang); Jl.
Soekarno(Kupang);Jl.A.Yani(Kupang);Jl.
Siliwangi(Kupang);Jl.Sumba–Sumatera
(Kupang);Jl.Timor– Timur(Kupang);
SimpangOesapa–Lap.TerbangEltari;Jl.
Raya Eltari;Oesapa – Oesao;Oesao –
Bokong;Bokong–Batuputih;Batuputih–
Bts Kota Soe;Jl.Gajahmada (Soe);Jl.
Sudirman(Soe);BtsKotaSoe–Niki-niki;
Jl.Diponegoro(Soe);Jl.A.Yani(Soe);Niki
-niki– Noelmuti;Noelmuti– Bts Kota
Kefamenanu;Jl.Pattimura(Kefamenanu);
Jl. Kartini (Kefamenanu); Jl.Eltari
(Kefamenanu); Jl. Basuki Rahmat
(Kefamenanu);Bts Kota Kefamenanu –
Maubesi; Jl. A. Yani (Kefamenanu);
Maubesi– Nesam (Kiupukan);Nesam
(Kiupukan)–Halilulik;Halilulik–BtsKota
Atambua;Jl. Suprapto (Atambua);Jl.
Supomo (Atambua); Jl. M.Yamin
(Atambua);Jl.BasukiRahmat(Atambua);
Bts Kota Atambua – Motaain; Jl.



Martadinata (Atambua); dan Jl.Yos
Sudarso (Atambua). Sedangkan jalan
kolektor primer (K1) yang berstatus
nasionaladalahBtsKotaKefamenanu–
Oelfaub;Jl.Diponegoro(Kefamananu);Jl.
Sukarno(Kefamenanu);danJl.Ketumbar
(Kefamenanu);

Jalan kolektor primer dengan
status jalan provinsi di Pulau Timor
meliputiruasjalan:Oelmasi– Amarasi;
Oelmasi– Sulamu– Amfoang Utara–
Oepoli;Takari–AmfoangUtara;Oepoli–
Eban – Kefamenanu; Batu Putih –
AmanubanSelatan;AmanubanTengah–
Boking;Amanatun Selatan – Amanatun
Utara;Soe–MolloUtara;Kefamenanu–
Kapan;Kefamenanu–Wini–BibokiAnleu
– Atapupu;Atambua – Lamaknen –
Haekesak;danMalakaTengah–Boking–
Kolbano–AmanubanSelatan–Amarasi
–KupangBarat(SelatanTimor).

Jaringanjalanperbatasanmeliputi
ruasjalan:RuasjalanWini–Maubesi–
Sakato–Wini–Atapupu;RuasMota’ain–
Atapupu – Atambua; Napan –
Kefamenanu; Motamasin – Halilulik;
Haekesak – Atambua;Ba’a – Papela;
Kalabahi–Taramana-Maritaing;Seba–
Bollow;danHaumeniAna–Soe.

Jaringan prasarana lalu lintas di
PulauTimorterdiriatas:TerminalTipeA
terdapatdiKabupatenKupang;Terminal
TipeBterdapatdiSoediKabupatenTimor
Tengah Selatan, Kefamenanu di
Kabupaten Timor Tengah Utara.
Sedangkan rencana pengembangan
terminalTipe A terdapat diMota’ain
sebagaipenghubung perbatasan antar
negara disesuaikan dengan kapasitas
pelayanandanjumlahpenumpang.

Penyeberangan lintas provinsidi
Pulau Timor di antaranya adalah
Pelabuhan Tenau di Kota Kupang.
Penyeberangan lintas kabupaten/ kota,
Pelabuhan Bolok diKabupaten Kupang
danpelabuhanTelukGuritadiKabupaten

Belu.
Pelabuhan utama dalam tatanan

kepelabuhan di NTT yaitu Pelabuhan
Nusa Lontar - Tenau yang berfungsi
sebagai jaringan trans-portasi laut
internasional untuk pelayanan kapal
penumpang, pari-wisata, ekspor, dan
angkutan peti kemas ekspor-impor
barang keraji-nan,seni,dan pelayanan
sembilan bahan pokok. Sedangkan
pelabuhan pengumpuldipulau Timor
yaituPelabuhanWinidiKabupatenTimor
TengahUtaradanPelabuhanAta-pupudi
Kabupaten Belu, serta pelabuhan
pengumpan di Pulau Timor yakni
PelabuhanBokingdikabupatenTTSdan
PelabuhanNaikliudiKabupatenKupang.

Alur pelayaran sebagaimana
dimaksudpadaRTRW ProvinsiNTT2010
-2030 terdiriatas :(1)Alurpelayaran
internasional meliputi jalur: Kupang -
TimorLeste;Atapupu–TimorLeste;dan
Kalabahi–TimorLeste;(2)Alurpelayaran
nasionalmeliputijalur:Kupang-Lewoleba
– Maumere– Makasar– ParePare–
Nunukan–Tarakan;Larantuka–Makasar
–BatuLicin–Semarang–TanjungPriuk
–TanjungPinang;danEnde-Waingapu–
Benoa–Surabaya–Dumai–Surabaya;
(3)Alurpelayaranregionalmeliputijalur:
Kupang–Ndao–Sabu–Raijua–Ende–
PulauEnde– Maumbawa– Mborong–
Waingapu – Waikelo – Labuan Bajo;
Kupang – Naikliu – Wini– Kalabahi–
Maritaing–Lirang–Kisar–Leti;Kupang
– Mananga – Lewoleba – Balauring –
Baranusa–Kalabahi–Atapupu;Kupang
– Mananga– Maumere– Marapokot–
Reo – Labuan Bajo – Bima;Kupang –
Sabu Raijua – Raijua – Sabu Raijua –
Kupang; dan Kupang – Mananga –
Maumere–Sukun–Palue–Maurole–
Marapokot–Reo–LabuanBajo–Bima.

Tatanan kebandarudaraan dalam
sisitem transportasiudara terdiriatas:
bandarudarapengumpulskalasekunder;



bandarudara pengumpulskala tersier;
dan bandarudara pengumpan.Bandar
udarapengumpulskalasekunderdiNTT
yaituBandarUdaraElTaridiKotaKupang
dengan penggunaan sebagai bandar
udara internasional regional yang
melayanirutepenerbangandalam negeri
dan penerbangan luar negeri, serta
berfungsiuntukkegiatanpertahanandan
keamanan di Kabupaten Kupang.
Sementaraitu,bandarudarapengumpul
skala tersierterdiriatas:BandarUdara
WaiOti(FransSeda)diKabupatenSikka;
BandarUdaraMauHau(Ir.UmbuMehang
Kunda) di Kabupaten Sumba Timur;
Bandar Udara Hasan Aroeboesman di
Kabupaten Ende; dan Bandar Udara
HaliwendiKabupatenBelu.

Sedangkan bandarudara pengumpan
terdiriatas:b.BandarUdaraLekunikdi
KabupatenBelu;BandarUdaraTerdamu
diKabupatenSabuRaijua;BandarUdara
Satartacik di Kabupaten Manggarai;
BandarUdara MalidiKabupaten Alor;
BandarUdaraGewayantanadiKabupaten
FloresTimur;BandarUdaraWunopitodi
KabupatenLembata;BandarUdaraSoadi
Kabupaten Ngada;dan Bandar Udara
KomododiKabupatenManggaraiBarat.

AnalisisHirarkiJalan
Berdasarkan proyeksi penduduk

hinggatahun2020makakota-kotaakan
masukdalam kategorikotasedangdan
kecildengan fungsiyaitu Kota Pusat
Kegiatan Nasional(PKN),Kota Pusat
KegiatanWilayah(PKW)danKotaPusat
Kegiatan Lokal(PKL). Pengembangan
sistem kota-kotadiwilayahProvinsiNusa
TenggaraTimurdapatdilihatpadaTabel
4.

Tabel4Sistem PengembanganKota-Kota
diProvinsiNusaTenggaraTimurTahun

2020

Hierarki
Kota

NamaKota

Kota
Hierarki I

(PKN)

Kota Kupang,
Atambua, Waingapu,
Labuanbajo dan
Maumere.

Kota
Hierarki II

(PKW)

-IbukotaKabupaten:Baa,
Soe,Kefamenanu,
Kalabahi,Lewoleba,
Larantuka,Ende,Bajawa,
Ruteng,Waikabubak

-KotaKecamatan
Potensial:Betun,
Weitabula,Mbay/
Aesesa

Kota
Hierarki III

(PKL)

Ibukota-ibukota
Kecamatanlainnya

Dalam Lampiran Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
Tentang RTRWN, pemerintah telah
menentukan kawasan-kawasan da-lam
wilayah Indonesia yang men-cakup
sistem perkotaan nasional,pelabuhan
sebagaisimpultrans-portasilautnasional,
badarudarasebagaisimpultransportasi
udaranasional,wilayahsungai,kawasan
lindung nasional,kawasanandalan,dan
kawasanstrategisnasional.Kota,simpul,
wilayah, dan kawasan tersebut juga
mencakup wilayah NTT dan berkaitan
dengananalisisdalam pembahasanini,di
antaranya:
- KotaKupangditetapkansebagaiPKN,

KotaSoedanKefamenanuditetapkan
sebagai PKW (Kefamenanu dalam
pengem-banganbarumenjadiPKSN),
sedangkanKotaAtambuaditetapkan
sebagaiPKSN.

- Pelabuhan Tenau Kupang se-bagai
simpul transportasi laut nasional
ditetapkan sebagai pe-labuhan
internasional yang se-dang dalam
tahappemantapan.

- BandarUdara EltariKupang sebagai



simpul transportasi udara nasional
ditetapkan sebagai ban-dara udara
sekunder,sedangkan Bandar Udara
Haliwen Atambua dalam tahap
pemantapan sebagaiBandar Udara
Tersier.

- WilayahSungai(WS)BenanaindanWS
Noelmina merupakan wilayah sungai
LintasNegaradenganNegaraTimor
Leste yang tahapan
pengembangannyaada-lahkonservasi
sumberdayaair,pendayagunaanSDA,
danpe-ngendaliandayarusakair.

- Untuk kawasan lindung nasional,
CagarAlam GunungMutisditetapkan
sebagaikawasan cagaralam dalam
tahapanpengem-banganpengelolaan
kawasanlin-dungnasional,sedangkan
Taman Buru Dataran Bena dalam
tahapanpengembanganpenge-lolaan
kawasantamanburunasional.

- KawasanandalanuntukKupangdan
sekitarnya,sektorunggulanpertanian
dalam tahapan pe-ngembangan
kawasan andalan untuk pertanian,
sektor industri dalam tahapan
pengembangan kawasan andalan
untuk industri pengolahan, sektor
unggulan pariwisata dalam tahapan
reha-bilitasikawasan andalan untuk
pariwisata,sektorunggulanperi-kanan
lautdalam tahapan pe-ngembangan
kawasan andalan untuk kelautan,
sektorunggulanpertambangandalam
pengem-bangan kawasan andalan
untukpertambangan.

- Untuk kawasan strategis na-sional,
KawasanPerbatasanDaratRIdengan
negara Timor Leste dan Kawasan
PerbatasanLautRItermasuk5pulau
kecilterluar(PulauAlor,Batek,Dana,
Ndana,danMangudu)dengannegara
TimorLeste/Australiatermasukdalam
tahapan pengem-bangan/peningkatan
kawasan strategis nasionaldengan
sudut kepentingan pertahanan dan

keamanan.

Dalam Peraturan Daerah NTT
Nomor9Tahun2005TentangRencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi(RTRWP)
NTTTahun2006-2020disebutkanbahwa
jaringanjalanarteriprimermeliputibagian
dari sistem jalan nasional yang
menghubungkan ibukota propinsi
dan/atau PKN yang melewatikota-kota
ibukota kabu-paten dan kabupaten
pemekaran,kawasanperbatasannegara
dankawasanstrategisdaerah.Jaringan
jalankolektorprimerdenganstatusjalan
provinsi meliputi jalan yang
menghubungkan kawasan-kawasan
strategis dalam pulau dan/atau
antarkabupaten menuju ke jalan arteri
primeratau arterisekunder. Jaringan
jalanlokalprimerdenganstatussebagai
jalankabupaten/kotameliputijalanyang
menghubungkan pusat-pusat
pertumbuhan dalam pulau dan/atau
antarkabupaten yang menuju ke jalan
kolektorprimerataukolektorsekunder.

PKN, PKW, dan PKL dalam
wilayahProvinsiNTTmeliputi:KotaPKN,
yaitukotaKupang,Atambua,Waingapu,
LabuanBajo,dankotaMaumere;Kota
PKW,yaitukota-kotaibukotaKabupaten
danibukotaKabupatenpemekaranserta
ibukotakecamatanstrategis;danKota
PKL,yaitumeliputiseluruhkotaibukota
kota kecamatan diKabupaten.Hubu-
ngan Jaringan Jalan dengan Pusat
Kegiatan secara relatif dapat di-
gambarkansepertipadaGambar2.

Sumber:RTRWPNTT,2005



Gambar2.HubunganJaringanJalan
denganPusatKegiatan

diWilayahNusaTenggaraTimur

Penentuankelasjalandisesuaikan
denganUUNomor22tahun2009tentang
lalulintas dan angkutan jalan (Tabel2),
dimana penentuan kelas jalan tersebut
berdasarkan kemampuan jalan untuk
menerima beban lalulintas yang
dinyatakan dalam Muatan Sumbu
Terberat(MST)dalam satuanTon.Oleh
karenaitu,dimensikendaraan(lebardan
panjangkendaraan)jugadibatasi.Maka
dalam analisisinipenyesuaiankelasjalan
mengacupadaregulasiyangada.Sesuai
kondisi daerah dan kemampuan
pembiayaan oleh pemerintah, seluruh
ruasjalanyangditinjaudisesuaikankelas
jalannyapalingtinggiyaknikelasIdengan
fungsiarterimaupunkolektor.

Penentuan Status,Fungsidan Kelas
Jalan

Ruasjalannasionalpadasaatini
dengan fungsi arteri primer yang
melintasiwilayahkabupatenTTSdengan
koridor jalan yang menghubungkan
PelabuhanLautTenauKupangsebagai
simpultransportasilautnasionalyang
sesuai RTRWN ditetapkan sebagai
pelabuhaninternasional,melintasiKota
Kefamenanu (ibukota Kabupaten TTU)
yangsedangdalam pengembanganbaru
menjadiKawasan Strategis Nasional,
dan berujung di Motoain (Atambua)
sebagaiKawasan Perbatasan DaratRI
dengan negara Timor Leste sebagai
KawasanStrategisNasional.Hirarkijalan
tersebutberdasarkanstatusdanfungsi
jalan pada prinsipnya sesuaidengan
kondisiyangadadanregulasitataruang,
sedangkan kelas ditetapkan sebagai
jalankelasI.Demikianpularuasjalan
nasionaldengan fungsikolektor(K1)

ditetapkankelasjalanadalahkelasI.
Ruas jalan provinsiyang secara

fungsi diklasifikasikan sebagai jalan
kolektor primer, secara keseluruhan
sesuai Keputusan Gubernur Nusa
Tenggara Timur tentang Penetapan
Jaringan Lintas Angkutan Barang di
Wilayah Daratan Timor adalah jalan
denganfungsikolektorIIdalam sistem
jaringan jalan primer.SesuaiUndang-
UndangNomor38Tahun2004,Peraturan
PemerintahNomor34Tahun2006,dan
Kepmen KimpraswilNomor375 tahun
2004 serta RTRWN,maka hirarkiruas
jalanyangsaatiniberstatusjalanprovinsi
diNTTdapatdisesuaikan.

Kawasan perbatasan lautdengan
negaratetanggadibagianselatanPulau
Timor, kawasan yang dalam tahap
pengembangan menjadi Taman Buru
Nasionalserta akses menuju kawasan
pertambangan minyak bumi,
menyebabkanruasjalanmenujukawasan
tersebut perlu disesuaikan dari jalan
denganstatusjalanprovinsimenjadijalan
strategisnasional.Olehkarenaitu,hirarki
ruasjalantersebutperluditingkatkandari
jalanprovinsimenjadijalandenganstatus
jalanstrategisnasional.

Untukruasjalanlainyangsaatini
berstatusjalankabupatenyangterdiridari
koridorjalanyangmenghubungkankota
kecamatan(PKL)denganPusatKegiatan
Lingkungan,makaberdasarkantataruang,
secara fungsi diklasifikasikan menjadi
jalanlokalprimer,namunkarenaadanya
kawasanperuntukanpertambanganyang
memilikinilaistrategis nasionalmaka
fungsijalanditingkatkanmenjadikolektor.
Untukmengakomodirlalulintaskendaraan
tambang akibat dimensi dan berat
kendaraan (MST), maka kelas jalan
disesuaikan manjadikelasIdan status
jalankabupaten.

Berkaitan dengan fungsi jalan
sepertiyangdiaturdalam PPNomor34



Tahun 2006 Tentang Jalan, maka
penyesuaian hirarki untuk jalan yang
ditinjauperludisesuaikanjugamengenai
lebarjalan minimum yang disyaratkan
untukmasing-masingfungsijalan.Dalam
hal ini, untuk jalan arteri primer
disyaratkan lebar badan jalan paling
sedikit11 meter,jalan kolektorprimer
denganlebarbadanjalanpalingsedikit9
meter,danjalanlokalprimerlebarbadan
jalanpalingsedikit7,5meter.

Kesimpulan
Sesuaiuraiandanhasilanalisisdi

atas,makadisimpulkanbahwa:

a.Untuksaatiniklasifikasijalan(status
dan fungsi)perlu ditinjau dan dikaji
agar sesuai dengan rencana tata
ruangwilayahnasional,terutamajalan
dengan status jalan provinsiyang
merupakan koridor akses menuju
kawasan strategis nasional dan
kawasan budidaya serta kawasan
lindung yang memilikinilaistrategis
nasional.Kelasjalanberkaitandengan
kemampuan jalan untuk menerima
beban lalulintas dan dimensi
kendaraan pun harussesuaidengan
ketentuanregulasiyangada,terutama
jalandenganstatusjalanprovinsidan
jalan kabupaten. Sedangkan jalan
dengan status jalan nasionalpada
prinsipnya sesuaidengan ketentuan
yang ada berdasarkan klasifikasi
menurutstatus,fungsidankelasjalan.

b.Hirarki jalan ditentukan sebagai
berikut:

- Seluruhjalannasionalyangditinjau
pada prinsipnya sesuai dengan
ketentuan yang ada,yaitu status
jalannasionaldenganfungsijalan
arteri serta berdasarkan
penggunaan ditetapkan menjadi

jalankelasI.

- Ruas jalan provinsiyang semula
mempunyai fungsi kolektor
ditingkatkanmenjadijalandengan
fungsi arteri dan status jalan
strategis nasional serta
berdasarkan penggunaan
ditetapkanmenjadijalankelasI.

- Sebagian ruas jalan kabu-paten
yang merupakan jalur menuju
lokasi kawasan anda-lan yang
semula mempunyaifungsilokal
mengalamipe-ningkatan menjadi
jalankolektordanstatusjalantidak
mengalamiperubahan yaitu jalan
kabupatensertajalankelasI.

c.Dengan adanya penyesuaian
klasifikasijalan inidiharapkan akan
dapat menjadisalah satu langkah
menjawab tujuan pem-bangunan
nasional khususnya pengembangan
kawasan perba-tasan sebagaipintu
gerbangNegaratetangga,sertamewu-
judkan pembangunan untuk ke-
sejahteraan masyarakatdika-wasan
perbatasan.
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